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ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out how to apply the app See Samrat Smart is information 

systems data collection and billing tax motor vehicle sulut web-based at the office of 

Dispenda Prov.Sulut. Therefore, See Samrat Smart app that is system data collection and 

billing tax motor vechile sulut, very useful for the tax to get data shelter taxpayers, which is 

in arrears tax so that the process of billing tax become more ficilitate the performance of 

employees are already run the targets are determined. So, with the system performance 

employees in the office Bapenda prov. Sulut will be more is orderly because directly in 

control by the leader office with See Samrat Smart app, which is the system of information 

data and billing vehicle tax motor web-based. 
Keywords : Data Collection and Collection Information System, Motor Vehicle Tax 

 

1.         PENDAHULUAN 

           Dengan Sangat pesatnya perkembangan teknologi, sehingga semua orang khusunya 

dikalangan mahasiswa sendiri, sangat bergantung pada alat teknologi seperti laptop, Karena 

sangat dibutuhkan untuk mempermudah membuat tugas-tugas  dan Menyimpan data-data 

sehingga proses perkuliahan menjadi lebih efektif. Oleh sebab itu, Dispenda  Provinsi 

Sulawesi Utara membuat inovasi terbaru Aplikasi See Samrat Smart  yaitu Aplikasi Sistem 

Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Sulut Berbasis Web, yang terintegrasi 

dengan sistem database kesamsatan sulut. Tujuan dengan pembuatan aplikasi ini yaitu 

Menyimpan data-data alamat wajib pajak dan mempermudah petugas pajak untuk mengontrol 

wajib pajak yang masih menunggak pajak sehingga mempermudah petugas pajak untuk  

melakukan penagihan pajak. Pajak Kendaran Bermotor (PKB) adalah pajak yang didapatkan 

dalam suatu daerah yang memeberikan partisipasi untuk menambah pendapatan daerah di 

provinsi Sulawesi utara. Penagihan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah 

daerah Sulawesi utara sebagai usaha tercapainya pendapatan asli daerah yang tidak 

memberikan hasil yang memuaskan. Dengan adanya  Aplikasi See Samrat Smart yang 

merupakan Aplikasi Sistem Pendataan Dan Penagihan Pajak ini, akan lebih memperlancar 

proses penagihan pajak agar tidak ada lagi yang menunggak pajak dan dapat membayar pajak 

tepat waktu. 

 

2.        TINJAUAN PUSTAKA 

 Aplikasi Dan Sistem Informasi. Definisi Aplikasi merupakan  subteks perangkat 

lunak yaitu computer. computer sangat dibutuhkan agar dapat mengerjakan  tugas sesuai 

keinginan pengguna. Oleh karena itu, dalam hal untuk memperlancar pekerjaan dalam dunia 

computer maka terciptalah sebuah perangkat lunak yan dinamakan aplikasi. Definisi Sistem 

Informasi merupakan sebuah sistem yang mana terdiri dari teknologi atau alat media yang 

digunakan, prosedur yang terorganisir, serta sumber daya manusia yang di dalamnya bekerja 
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sebagai sebuah kombinasi membentuk sebuah sistem yang terorganisir. Kombinasi antara 

teknologi dan manusia ini bekerja untuk mendapatkan sebuah informasi yang kemuadian di 

gunakan untuk mendukung suatu menejemen guna mengambil sebuah kebijakan atau 

ketetapan. 

 Penagihan Pajak. Penagihan pajak adalah usaha untuk melunasi hutang pajak dan 

biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingati pada penanggung pajak. 

Menurut mardiasmo ada 3 unsur dalam penagihan pajak yaitu penanggung pajak, penagihan 

pajak dan biaya penagihan pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penagihan pajak adalah tindakan aparatur direktorat jendral pajak yang tidak mematuhi 

ketentuan undang-undang perpajakan. Penagihan pajak sangat berpengaruh secara simultan 

maupun parsial. Dalam undang-undang perpajakan terdapat adanya kewajban pajak yang jika 

tidak dipenuhi maka akan memunculkan tindakan pemaksaan yang terdapat dalam undang-

undang ini. Tujuan dari penagihan pajak adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa 

penerimaan pajak oleh Negara dapat dipenuhi. 

 Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah semua 

kendaraan yang digunakan dalam transportasi jalan darat, yang digerakka oleh peralatan 

berupa motor yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

bergerak. Yang menjadi dasar hukum pajak kendaraan bermotor yaitu peraturan daerah 

nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 yang mengatur 

mengenai objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

dunia perpajakan. Objek pajak yaitu transaksi menurut peraturan perpajakan yang biasa 

disebut sumber pendapatan. Sedangkan subjek pajak adalah istilah yang digunakan dalam 

undang-undang perpajakan yang menunjuk pada seseorang (pribadi) atau organisasi 

(kelompok) sesuai peraturan yang berlaku.  

   

3.         METODE DAN PENERAPAN TEKNIK IPTEKS 

3.1.      Metode Penerapan Ipteks 

            Dalam prosedur penagihan pajak salah satu cara untuk mempermudah penagihan 

pajak yaitu dengan menggunakan Aplikasi See Samrat Smart yang merupakan aplikasi 

Sistem Informasi Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis web yang 

dilakukan oleh petugas pajak. 

3.2.      Teknik Penerapan Ipteks 

            Mekanisme penerapan ipteks dalam aplikasi ini yaitu pada saat petugas pajak 

melakukan penagihan pajak. Dalam hal ini petugas pajak dapat melihat pajak yang 

menunggak dalam Aplikasi See Samrat Smart agar membuat pekerjaannya menjadi lebih 

mudah. 

 

4.        PEMBAHASAN 

4.1.     Gambaran Objek Penerapan Ipteks 

           Dalam rangka mempermudah petugas pajak dalam melaksanakan penagihan pajak dan 

juga mempermudah pimpinan kantor untuk mengawasi pegawai kantor khusunya yang 

bertugas sebagai petugas pajak, kantor Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Aplikasi 

terbaru yaitu Aplikasi See Samrat Smart yang merupakan Aplikasi Sistem Informasi 

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Web. 

4.2.     Pembahasan 
           Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Membuat inovasi terbaru yaitu 

Aplikasi See Samrat Smart yang merupakan Sistem Informasi Pendataan dan Penagihan 

Pajak Kendaraan Bermotor Sulut Yang Berbasis Web. Aplikasi ini dapat memudahkan 

petugas pajak dalam mengontrol wajib pajak yang masih menunggak  pajak dan dapat 

memudahkan petugas pajak utuk dapat melihat data-data berupa alamat lengkap wajib pajak 
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yang belum membayar pajak, sehingga dapat memudahkan petugas pajak dalam melakukan 

proses penagihan pajak. Aplikasi ini juga dapat membantu memperlancar kegiatan kantor 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan proses penagihan 

pembayaran pajak Kendaraan bermotor karena telah terintegrasi dengan sistem database 

Samsat Sulut. 

           Dengan hadirnya pula aplikasi ini dapat memudahkan pimpinan kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengontrol kinerja pegawai apakah sudah 

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik sebagai petugas penagih pajak dan apakah 

sudah mencapai target yang ditentukan, Tanpa perlu pimpinan kantor turun langsung 

mengawasi kinerja pegawai khususnya petugas penunggak pajak. Aplikas ini juga dapat di 

akses memlalui smartphone android, sehingga pimpinan kantor dapat mengontrol kinerja 

pegawai khusunya petugas penagih pajak dimana saja . Dengan begitu pekerjaan pegawai di 

kantor  akan menjadi lebih tertib karena langsung di kontrol oleh Pimpinan kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan Aplikasi See Samrat 

Smart yang merupakan Sistem Informasi Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan 

Bermotor , yang Berbasis Web. Adapun tampilan dari aplikasi See Samrat Smart adalah sbb : 

1.    Tampilan Saat Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Tampilan menu utama 
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3.   Tampilan Informasi Wajib Pajak   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.         KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.      Kesimpulan 

             Aplikasi See Samrat Smart yang merupakan Sistem Informasi Pendataan dan 

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Sulut Berbasis Web. Aplikasi ini, Sangat bermanfaat 

bagi kantor untuk mengontrol orang pribadi atau badan yang masih menunggak pajak, 

dengan memudahkan petugas pajak untuk menemukan data-data berupa alamat lengkap 

penunggak pajak agar dapat memudahkan petugas pajak dalam melakukan proses penagihan 

pajak. Dan aplikasi ini juga dapat memudahkan pimpinan kantor untuk mengontrol semua 

kinerja pegawai dan menilai kinerja pegawai. 

5.2 Saran 

 Penulis berharap aplikasi See Samrat Smart  yang merupakan Sistem Informasi 

Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Sulut, berbasis web ini dapat terus 

berkembang dan lebih maju lagi kedepannya. Dengan semakin berkembangnya aplikasi ini, 

Penulis  juga berharap tunggakan pajak akan berkurang bahkan tidak ada lagi wajib pajak 

yang akan menunggak pajak. 
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